
BAB IV 

PENUTUP 

A. SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum 

terhadap konsumen pengguna Aplikasi Access by KAI di Kota Padang pada 

dasarnya telah dilaksanakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai 

penyedia jasa transportasi publik berbasis digital. Perlindungan tersebut 

diwujudkan melalui penyediaan sistem layanan digital yang memudahkan 

konsumen dalam melakukan pemesanan tiket, memperoleh informasi 

perjalanan, melakukan pembayaran, hingga pengajuan dan pengembalian 

dana refund sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

1. Perlindungan terhadap konsumen pengguna Aplikasi Access by 

KAI di Kota Padang pada dasarnya telah dilaksanakan oleh PT 

Kereta Api Indonesia (Persero) melalui penyediaan layanan 

transportasi kereta api berbasis digital. Perlindungan tersebut 

diwujudkan dalam bentuk kemudahan akses layanan, kejelasan 

informasi perjalanan, serta sistem transaksi pembelian tiket yang 

terintegrasi dalam satu aplikasi. 

2.  Penggunaan Aplikasi Access by KAI memberikan kemudahan bagi 

konsumen dalam melakukan pemesanan tiket, pengecekan jadwal 

perjalanan, pemilihan tempat duduk, serta metode pembayaran 

secara non-tunai. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan aplikasi 
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digital tersebut berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi dan 

kualitas pelayanan angkutan kereta api. 

3. PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah menyediakan sarana 

pelayanan konsumen sebagai bentuk tanggung jawab kepada 

pengguna aplikasi, baik melalui layanan bantuan di stasiun maupun 

melalui media digital. Keberadaan layanan tersebut memberikan 

kesempatan bagi konsumen untuk menyampaikan keluhan atau 

permasalahan yang dialami selama menggunakan Aplikasi Access 

by KAI. 

B. SARAN  

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi PT Kereta Api Indonesia (Persero) 

  PT KAI diharapkan terus meningkatkan kualitas dan 

stabilitas sistem aplikasi Access by KAI agar gangguan teknis dapat 

diminimalkan. Selain itu, PT KAI perlu meningkatkan kecepatan 

serta kejelasan dalam penanganan keluhan konsumen, terutama 

terkait pembatalan tiket dan proses pengembalian dana. PT KAI 

juga disarankan untuk memperluas sosialisasi mengenai cara 

penggunaan aplikasi, hak dan kewajiban konsumen, serta 

mekanisme pengaduan agar konsumen lebih memahami layanan 

yang tersedia. 

2. Bagi Konsumen Pengguna Aplikasi Access by KAI 
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  Konsumen diharapkan lebih aktif memahami ketentuan dan 

prosedur penggunaan aplikasi, termasuk syarat pembelian tiket, 

pembatalan, serta tata cara pengajuan keluhan. Konsumen juga 

disarankan untuk menyimpan bukti transaksi dan tidak ragu 

menyampaikan keluhan apabila mengalami kerugian, sehingga 

hak-haknya sebagai pengguna jasa dapat terlindungi dengan baik. 

3. Bagi Pemerintah dan Instansi Terkait 

  Pemerintah diharapkan terus melakukan pengawasan 

terhadap penyelenggaraan layanan publik berbasis digital, 

khususnya di sektor transportasi. Selain itu, diperlukan upaya untuk 

meningkatkan standar pelayanan digital agar perlindungan hukum 

bagi konsumen dapat berjalan secara efektif sesuai dengan 

perkembangan teknologi. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

  Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

penelitian selanjutnya mengenai perlindungan hukum konsumen 

dalam layanan transportasi digital. Peneliti berikutnya disarankan 

memperluas ruang lingkup penelitian, baik dari segi wilayah, 

metode, maupun perbandingan dengan aplikasi layanan transportasi 

lainnya, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih 

komprehensif. 
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